
 



Strategi Dinas Perhubungan Kota Madiun Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Melalui Rencana Peralihan Sistem Pengelolaan Parkir Dari Swakelola Ke 

Pihak Ketiga 

Pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Madiun pada tahun 2025 menggunakan sistem 

swakelola. Jumlah lokasi parkir tepi jalan umum di Kota Madiun sebanyak 55 ruas jalan yang 

terdiri 235 titik parker, 365 juru parkir dan 8 orang personil dinas perhubungan sebagai 

pengawas lapangan.Capaian realisasi PAD parkir tepi jalan umum tahun 2024 adalah 75,04 %. 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dishub dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum 

dengan metode swakelola adalah : 

a. Keterbatasan SDM Pengawas. 

b. Regulasi yang Kaku 

c. Koordinasi yang kurang antar stakeholder 

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah sebagai berikut : 

Pemilihan penyedia pengelola parkir tepi jalan umum merupakan salah satu stretegi yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui parker tepi jalan umum. Dalam 

pelaksanaan pemilihan pengelola parker tepi jalan umum harus melalui beberapa tahapan yang 

harus dilakukan yaitu : 

a. Survey potensi parkir tepi jalan umum 

b. Proses pemilihan penyedia pengelola parkir tepi jalan umum 

Tahapan lelang Prakualifikasi dan Kualifikasi 

c. Kontrak kerja sama dengan pihak ketiga selama 2 tahun 

d. Pengawasan antar stakeholder : 

- Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai regulator utama 

- Pihak Kepolisian.sebagai penegak hokum 

- Pihak Ketiga (Pengelola/Vendor) 

- Juru Parkir (Jukir)  

- Masyarakat (Pengguna Jasa)  
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